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BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

bahwa berdasarkan Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 35 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata
Cara  Penghitungan, Penganggaran dalam  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Partai Politik
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Bupati
setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

bahwa untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun
pedoman laporan pertanggungjawaban;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4513 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177 );



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

(1)
(2)

(3)

Daerah adalah Kabupaten Batang.

Bupati adalah Bupati Batang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah
Daerah.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Batang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang
diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di
DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan
prioritas penggunaan untuk Pendidikan Politik.

Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak,
kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk menunjang
pendidikan Partai Politik, dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD dengan penghitungannya
berdasarkan jumlah perolehan suara yang sah.

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap
tahun.



(1)
(2)

(3)

(2)

(1)
(2)

(1)

(3)

Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan
jumlah perolehan suara sah hasil pemilihan umum DPRD.

Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
hasil perhitungan suara sah Pemilihan Umum DPRD yang ditetapkan oleh KPU.
Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Besarnya nilai bantuan persuara sah yang mendapatkan kursi di DPRD
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) merupakan jumlah Bantuan
Keuangan Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara
hasil Pemilihan Umum DPRD periode sebelumnya.

Besarnya jumlah Bantuan Keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap
tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilihan
Umum DPRD dikalikan dengan nilai bantuan per suara.

BAB 111
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 5

Bantuan keuangan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi
anggota Partai Politik dan masyarakat.

Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 6

Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertujuan

untuk:

a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

b. meningkatkan partisipasi Partai Politik dan inisiatif masyarakat dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan / atau

c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa
dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:

a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
Bhinneka Tunggal Tka, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,;

b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia
dalam membangun etika dan budaya politik; dan

c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan

budaya politik sesuai dengan Pancasila.



(1)

(2)

(2)

(4)

()

(6)

Pasal 7

Bentuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) antara
lain berupa :

seminar;

lokakarya;

dialog interaktif;

sarasehan;

workshop; dan

Kegiatan pertemuan Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi
Partai Politik.

Bentuk pembiayaan pendidikan Partai Politik sebagaimana pada ayat (1) antara
lain berupa:

a. pembayaran honorarium;

b. pembayaran transport kegiatan;

c. akomodasi dan konsumsi;

d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

o Ao o

Pasal 8

Operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) berkaitan dengan :

a. administrasi umum;

b. berlangganan daya dan jasa;

c. pemeliharaan data dan arsip; dan

d. pemeliharaan peralatan kantor.

Operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a berkaitan dengan administrasi umum antara lain :

a. keperluan alat tulis kantor;

b. rapat internal sekretariat;

c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;

d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;

e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin
fotokopi;

f. sewa kantor; dan

g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di

bidang pengelolaan keuangan.

Operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan

jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni:

a. telepon, internet dan listrik;

b. air minum sekretariat;

c. jasa pos dan giro;

d. surat menyurat; atau

e. media cetak dan elektronik.

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan

data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ yakni:

a. penyimpanan data elektronik; dan/atau

b. penyimpanan data manual.

Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan

peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni:

a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau

b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

Seluruh pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lengkapi dengan

bukti pendukung yang sah.



Pasal 9

Segala bentuk pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan
Pasal 8 disesuaikan dengan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Batang dan
mempedomani ketentuan perpajakan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

(6)

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 10

Partai Politik wajib menyampaikan Laporan Pertanggungiawaban penerimaan
dan pengeluaran keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran
berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
Laporan Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan oleh Ketua Partai Politik kepada Bupati secara berkala 1 (satu)
tahun sekali setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Laporan pertanggungiawaban disampaikan dengan melampirkan laporan hasil
pemeriksaan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan.

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka
untuk diketahui masyarakat.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 11

Partai Politik penerima bantuan keuangan bertanggungiawab secara formal dan
material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan
dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran keuangan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau Ketua
Dewan Pengurus Cabang Partai Politik wajib melakukan penutupan Kas pada
Tahun Anggaran untuk kondisi 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan.
Laporan Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi
rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan, serta rincian
realisasi belanja dana Bantuan Keuangan per kegiatan.

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri
dengan dokumen bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat
Dewan Pimpinan Cabang atau Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau Ketua
Dewan Pengurus Cabang.



BAB V
SANKSI

Pasal 12

(1) Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak
menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa
tidak diberikan bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaan sampai
laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Apabila pada laporan pertanggungjawaban terdapat sisa bantuan keuangan
maka Partai Politik wajib mengembalikan ke kas daerah.

Pasal 13
Apabila laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) terbukti fiktif atau tidak dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap dan sah,

Partai Politik wajib mengembalikan bantuan keuangan ke kas daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal // Me/ 2018

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang

pada tanggal 1| Mer 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,
ttd
NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR /j

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA,BAGIAN HUKUM

AGUS JAELANI MUR , SH.,M.Hum 7
Pembinla Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



